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ABSTRACT 
The aims of the research are to find out (1) the implementation of health operational aid  program 
at input level in Luwu Regency, (2) the implementation of health operational aid program at process 
level in Luwu Regency, and (3) the of implementation of health operational aid program at output level 
in Luwu Regency. The research was a descriptive survey to describe the evaluation the program. The 
samples were those who involved in the implementation of health operational aid program in the 
health centers in Luwu Regency consisting of 24 respondents. The results of the research reveal that 
at the input level, the policy of human resources, and guide book technical guidance of program 
target are generally adequate. However, the number of funding needs to be increased and the 
process of its accountability needs supervision and the simplification of reporting. At the process 
level, the implementation of planning should be carried out based on problem analysis. At the output 
level, there is an increase of coverage, but in comparison to the target of SPM 2015, some indicators 
have not yet been achieved. 
Keywords: health aid program, input, process, output 
PENDAHULUAN 
Tujuan dari program 100 Hari Departemen 
Kesehatan sangat mulia, “sehat itu indah dan 
sehat itu gratis”. Peningkatan Kesehatan 
masyarakat dengan fokus pada preventif dan 
promotif. Sasaran utama dari program 100 hari 
di bidang Kesehatan adalah seluruh rakyat 
miskin. Dan program nomor 1 dari 100 hari 
Depkes adalah peningkatan pelayanan kepada 
76,4 juta penduduk miskin dalam sistem 
jaminan Kesehatan dengan anggaran sebesar 
Rp 4,6 Triliun.  
Kementerian Kesehatan telah melakukan 
upaya terobosan melalui berbagai perubahan 
yang dilaksanakan secara berkesinambungan, 
salah satunya adalah dengan Bantuan  
Operasional Kesehatan (BOK). Dana BOK 
diharapkan dapat mendorong dan  
mempercepat pembangunan Kesehatan di 
Indonesia, maka 
Peluncuran skema BOK karena 
dinilai fungsi Puskesmas belum berjalan 
optimal seperti fungsi Puskesmas sebagai 
pusat pelayanan Kesehatan perorangan 
primer, pusat pelayanan Kesehatan 
masyarakat primer, fungsi pusat 
pemberdayaan masyarakat dan fungsi pusat 
pembangunan wilayah berwawasan 
Kesehatan. 
BOK Adalah Bantuan  dana dari 
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan 
dalam membantu Pemerintahan 
Kabupaten/Kota melaksanakan  pelayanan  
Kesehatan  sesuai  Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju 
Millennium Development Goals (MDGs) 
dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan 
jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu 
dalam menyelenggarakan pelayanan 
Kesehatan promotif dan preventif. 
Dari hasil riset Gobel (2011) pada tahun 
2010, dari sekitar 8.500 Puskesmas, setiap 
Puskesmas mendapat bervariasi antara Rp. 
10.000.000,- hingga Rp. 20.000.000,- . 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 
sebesar Rp. 22.000.000,- untuk Puskesmas 
wilayah timur dan Rp. 18.000.000,- untuk 
Puskesmas wilayah barat. Pengecualian bagi 
Puskesmas yang berada sekitar 303 
Puskesmas di tujuh kabupaten yang ada di 
wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, 
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Sulawesi, Maluku, dan Papua, pemerintah 
akan memberikan Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) Rp.100.000.000,-. 
Puskesmas-puskesmas di tujuh wilayah 
tersebut dijadikan uji coba untuk mengetahui 
berapa banyak dana operasional yang 
dibutuhkan Puskesmas agar kegiatannya 
optimal. 
Semua indikator tersebut diatas 
menunjukkan bahwa Bantuan  dana melalui 
program BOK memang sangat dibutuhkan  
dengan harapan dana BOK tersebut dapat 
Sumber: Data Primer 
meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan 
agar target SPM 2015 dapat tercapai menuju 
Millennium Development Goals (MDGs). 
Berdasarkan hal tersebut diatas  peneliti 
tertarik melakukan penelitian tentang Dana 
BOK. 
Tujuan penelitian ini untuk melakukan 
evaluasi terhadap program Dana Bantuan  
Operasional Kesehatan melalui pendekatan 
sistem dilihat dari input, proses dan output. 
 
METODE 
Jenis penelitian ini digunakan dalam 
penelitian ini adalah Survey Deskriptif, yang 
dimaksudkan untuk melakukan studi evaluasi 
pelaksanaan Program Dana BOK di 
Kabupaten Luwu. Penelitian dilakukan dengan 
cara observasi, wawancara mendalam dan 
telaah dokumen. 
Populasi dan sampel pada penelitian ini 
adalah : Pihak – pihak yang terlibat dalam 
penyelenggaraan program Dana Bantuan  
Kesehatan (BOK) baik yang ada di Dinas 
Kesehatan maupun yang ada di Puskesmas di 
Wilayah Kabupaten Luwu sebanyak 24 
Responden. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Input 
 
a. Kebijakan 
Dana BOK diharapkan dapat  Meningkat 
akses dan pemerataan pelayanan kesehatan 
masyarakat utamanya kegiatan promotif dan 
preventif untuk mewujudkan pelayanan 
kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus 
pencapaian target Millennium Development 
Goals (MDGs) pada tahun 2015.  
Menurut Thomas Dye Kebijakan meliputi 
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu (public policy is 
whatever goverments choose to do or not to 
do). Kebijakan disini merupakan keputusan 
yang dibuat pemerintah untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu hal. 
Matriks Hasil Penelitian dari Tahap Input 
No Indikator Memadai Tidak 
memadai 
Keterangan 
a. Kebijakan √  Dana BOK termaktub dalam Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor : 210/MENKES/ PER/2011 tentang 
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. 
b. SDM  / Tenaga 
pengelola 
progran 
√  Semua Kepala Bidang di Dinkes adalah penanggung 
jawab dan di dukung oleh pengelola di Puskesmas 21 
orang. 
c. Dana √  Dana bersumber dari Pusat ( tugas pembantuan) 
d. Buku pedoman 
dan petunjuk 
teknis program 
√  Ada buku pedoman di semua puskesmas dari Depkes 
pusat.   
e. Sasaran 
program 
√  Sasaran program dana bantuan  operasional 
kesehatan adalah mendukung pencapaian target SPM 
Puskesmas tahun 2015 
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Menurut Harrold Laswell dan Abraham 
Kaplan (Riant Nugroho D,2006) kebijakan 
hendaknya berisi tujuan, nilai – nilai dan 
praktika – praktika social yang ada dalam 
masyarakat. Memilih untuk menjalankan suatu 
kebijakan dikarenakan dalam kebijakan 
tersebut berisi nilai-nilai serta praktika social di 
masyarakat yang kemudian dipilih untuk 
dilaksanakan demi terwujudnya suatu tujuan. 
 
b. SDM 
Manusia dalam hal ini petugas kesehatan 
adalah ujung tombak dalam pelaksanaan 
program BOK. Peran dan keberadaan mereka 
dalam program ini sangat menentukan 
keberhasilan pelaksanaan program di 
puskesmas oleh karena itu sangat dibutuhkan 
dukungan manusia yang terampil dan 
berkualitas. 
Sumber: Data Primer 
Dalam buku pedoman pelaksanaan dan 
petunjuk teknis program BOK tahun 2011 
menjelaskan bahwa susunan pengelola BOK 
ditingkat Kabupaten / Kota terdiri dari Ketua 
pelaksana (Kepala Dinas Kesehatan) 
Sekertaris Kabag Jaminan Kesehatan 
sedangkan anggota adalah Seluruh Kepala 
Bidang di Dinas kesehatan Kabupaten / Kota 
serta didukung oleh seluruh Kepala 
Puskesmas sebagai penanggung jawab    
tingkat Kecamatan dibantu oleh masing – 
masing penanggung jawab program di 
Puskesmas. 
c. Dana  
Dana program bantuan operasional 
kesehatan adalah dana APBN dalam bentuk 
Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat 
melalui Kementerian Kesehatan dalam 
membantu pemerintahan Kabupaten/Kota 
melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai 
Standar Pelayanan Minimal (SPM).  
Sistem pengelolaan dan pertanggung 
jawaban keuangan BOK diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan 
Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : 
HK.03.05/BI.3/607/2011, tentang petunjuk 
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bantuan 
Operasional Kesehatan (Tugas Pembantuan) 
hal ini dimaksudkan agar pengelolaan 
keuangan BOK dapat dilaksanakan secara 
efektif, efisien dan akuntable. 
Proses 
Adapun hasil penelitian yang diperoleh 
melalui kuesioner dan wawancara mendalam 
dan telaah dokumen yaitu :                          
 
 
Matriks Hasil Penelitian dari Tahap Proses 
No Indikator Memadai Tidak 
memadai 
Keterangan 
1. Perencanaan √  Perencanaan program dilaksanakan awal tahun 
dalam bentuk POA, mulai dari jumlah dana yang 
dibutuhkan, jenis kegiatan dan volume kegiatan 
2. Pengorganisasian √  Kabid pelayanan kesehatan  bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan program sebagai wakil 
ketua dari Kepala Dinas kesehatan. 
3.. Pelaksanaan √  Puskesmas sebagai pelaksana program 
melaksanakan program berdasarkan POA yang 
telah disetujui oleh tim penanggung jawab di 
Kabupaten. 
4. Pelaporan  √ Laporan  bulanan / triwulan atau setelah kegiatan 
dilaksanakan oleh puskesmas belum berjalan 
dengan baik. 
5. Pemantauan atau 
monitoring 
 √ Monitoring program BOK di Kabupaten Luwu 
diakui pengelola belum berjalan maksimal. 
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a. Perencanaan 
Walaupun informasi yang di dapatkan dari 
beberapa pengelola di tingkat Kabupaten / 
Dinas Kesehatan mengatakan bahwa masih 
ada beberapa Puskesmas yang menyusun 
perencanaan tahunan yang tergambar dalam 
POA belum sepenuhnya berdasarkan pada 
PTP (Perencanaan Tingkat Puskesmas), 
namun menurut peneliti Standar perencanaan 
dalam program BOK berdasarkan juknis 
adalah tersusunnya POA di tingkat Puskesmas 
oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa 
proses perencanaan telah memadai oleh 
karena hasil uji validasi data yang telah 
dilakukan diketahui bahwa semua Puskesmas 
sudah menyusun POA.  
b. Pengorganisasian 
Pengorganisasian program BOK telah 
tercantum dalam petunjuk tehnis dimana 
penanggung jawab di Tingkat Kabupaten 
adalah Kepala Dinas Kesehatan dan ditingkat 
Puskesmas adalah kepala puskesmas. Namun 
jika dikaitkan peringatan Ford bahwa individu 
sebaiknya mengkhususkan diri dalam 
melakukan bagian dari suatu kegiatan itu tidak 
sejalan dengan kegiatan Kepala Dinas dan 
kepala puskesmas dalam menjalankan 
program BOK mengingat banyaknya kegiatan 
lain yang ada di Dinas dan Puskesmas dimana 
Kepala Dinas dan Kepala Puskesmas juga 
sebagai penanggung jawab. 
Berdasarkan analisa tersebut, bukan tidak 
mungkin belum maksimalnya capaian program 
dari adanya BOK disebabkan para 
penanggung jawab yang tidak fokus terhadap 
kegiatan BOK untuk mendukung capaian 
peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. 
Standar Pengorganisasian sesuai juknis dalam 
pelaksanaan program dana bantuan 
operasional kesehatan di Kabupaten Luwu 
ditandai dengan adanya dan SK 
406/Dinkes/TU-2/III/2011 tentang 
Pembentukan Tim Pengelola Keuangan dan 
SK Nomor : 407/Dinkes/TU-2/III/2011 tentang 
pembentukan tim pengelola Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2011 
Kabupaten Luwu.  
Berdasarkan SK itulah tenaga yang 
ditunjuk sebagai pengelola dibawahi langsung 
oleh Kepala Dinas kesehatan dengan Kepala 
Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan sebagai 
wakil ketua dibantu oleh beberapa seksi yang 
terkait, kemudian ditingkat puskesmas juga 
dibuat SK, dengan Kepala Puskesmas sebagai 
penanggung jawab dan dibantu oleh masing – 
masing penanggung jawab program dalam 
pelaksanaan kegiatan. 
Atas dasar data dan informasi tersebut 
peneliti berkesimpulan bahwa 
pengorganisasian program BOK di Kabupaten 
Luwu sudah memadai karena dalam SK sudah 
jelas diatur siapa mengerjakan apa. 
 
c. Pelaksanaan 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas 
maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan program BOK di Kabupaten 
Luwu masih terdapat beberapa masalah dalam 
proses pelaksanaannya walaupun pada saat 
perencanaan telah dilaksanakan dengan baik 
sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. 
 
d. Pelaporan 
Pelaporan pelaksanaan program 
diharapkan masuk setiap bulan atau setiap 
selesai kegiatan dari Puskesmas ke Dinas 
Kesehatan Kabupaten Luwu, namun 
kenyataanya tidak semua Puskesmas dapat 
melaporkan kegiatannya seperti yang 
diharapkan. Hal tersebut menurut analisa 
peneliti disebabkan oleh ; tidak semua 
puskesmas mampu melaksanakan jadwal 
sesuai dengan POA yang sudah disusun, tidak 
semua puskesmas mampu melakukan 
pertanggung jawaban tepat waktu hal tersebut 
disebabkan oleh rumitnya proses pertanggung 
jawaban yang tidak didukung oleh SDM yang 
berkualitas. 
Terkait dengan permasalahan tersebut 
peneliti berharap bahwa SDM yang terlibat 
dalam program BOK diberi bekal materi yang 
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cukup, sistem pelaporan dan pertanggung 
jawaban perlu dilakukan penyempurnaan 
tanpa harus mengurangi akurasi dukungan 
dokumen, hal tersebut diharapkan bisa 
mengurangi kesulitan dan keterlambatan 
pelaporan. 
Keterlambatan pelaporan berdampak 
terhadap pencairan dana untuk kegiatan 
berikutnya yang pada akhirnya menghambat 
capaian program sesuai yang diharapkan. 
Berdasarkan data tersebut peneliti 
berkesimpulan bahwa sistem pelaporan 
program BOK di Dinas Kesehatan belum 
memadai karena belum terlaksana tepat 
waktu. 
         Sumber: Data Primer 
e. Pengawasan dan Monitoring 
Menurut Trisnantoro (2009), diperlukan 
ada pengendalian eksternal bahkan system 
verifikasi yang independen. Disadari, pada 
saat ini terjadi de-medikalisasi di kantor-kantor 
Pemerintah yang mengurusi Kesehatan. Ada 
dua budaya yang berbeda disektor Kesehatan 
: budaya medik dan budaya public health yang 
mempunyai frame berbeda dalam memandang 
persoalan. 
Menurut Dunn (2003) menggabungkan 
lima prosedur umum dipakai dalam 
pemecahan masalah yaitu : definisi, prediksi, 
preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Perumusan 
masalah (definisi) menghasilkan informasi 
mengenai kondisi - kondisi yang menimbulkan 
masalah 
Pengawasan dan monitoring yang dilakukan  
pada program BOK oleh tim pengelola BOK 
disetiap tingkat Puskesmas ditujukan agar 
dana BOK dapat dimanfaatkan secara efektif 
dan efesien untuk pencapaian tujuan sehingga 
dapat memberikan hasil seoptimal mungkin. 
Pengawasan dan monitoring tersebut di 
Kabupaten Luwu telah berjalan akan tetapi 
belum maksimal khususnya pengawasan yang 
dilakukan ditingkat Puskesmas oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Luwu. 
Output 
Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui 
kuesioner dan wawancara mendalam dan 
telaah dokumen yaitu : 
 
a. Terlaksananya program BOK 
 
Berdasarkan analisa terhadap POA 
Puskesmas menunjukkan banyaknya kegiatan 
yang bersifat promotif tetapi belum 
sepenuhnya mempertimbangkan kelompok 
produktif (kelompok yang diharapkan mampu 
menyebarkan informasi yang di dapat dalam 
penyuluhan seperti kelompok dasawisma, 
majelis taqlim) sebagai sasarannya, tetapi 
lebih pada pencapaian jumlah peserta yang 
hadir karena terkait dengan pertanggung 
jawaban / pelaporan  keuangan. Akibatnya 
harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan 
tersebut bisa tidak tercapai. 
 
 
 
Matriks Hasil Penelitian dari Hahap Output 
No Indikator Memadai Tidak 
memadai 
Keterangan 
a. Terlaksananya 
program BOK 
 √ Program bantuan operasional 
kesehatan sudah terlaksana, namun 
belum berjalan secara maksimal. 
b. Tercapainya 
cakupan program 
√  Cakupan pelayanan telah 
menunjukkan peningkatan dari tahun 
ke tahun  
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b. Capaian Cakupan Program 
Dari beberapa informan peneliti juga 
menarik  kesimpulan bahwa cara pandang 
pengelola di tingkat Kabupaten / Dinas 
Kesehatan dan Puskesmas dalam melihat 
manfaat dan kendala terkait cakupan 
pelayanan program yang menggunakan dana 
BOK berbeda dimana para pengelola program 
di Dinas lebih banyak menyoroti masalah 
manajemen dan SDM sedangkan dari 
Puskesmas lebih ke arah tehnis yang 
berkaitan dengan pertanggung jawaban 
keuangan.  
Dengan demikian jelas bahwa Dana BOK 
dalam pelaksanaannya dilapangan di satu sisi 
sangat membantu dalam pelaksanaan 
program pelayanan kesehatan di tingkat 
Puskesmas namun disisi lain masih di 
dapatkan beberapa kendala. Pemahaman 
petunjuk teknis pelaksanaan belum sempurna, 
dana yang dianggap masih kurang dan sistem 
pelaporannya agak rumit, serta manajemen 
pengawasan yang belum berjalan maksimal 
adalah permasalahan yang segera 
membutuhkan perhatian demi pelaksanaan 
Program BOK yang lebih baik. 
KESIMPULAN 
1. Pelaksanaan program Dana Bantuan 
Operasional Kesehatan pada tahap input: 
Menyangkut Kebijakan  SDM / tenaga 
pengelola, Buku Pedoman/Juknis Sasaran 
program pada umumnya sudah memadai 
kecuali menyangkut dana pada umumnya 
Puskesmas mengangkap masih perlu 
ditingkatkan jumlah serta perlu pembinaan 
proses pertanggung jawaban yang masih 
perlu pembimbingan dan penyederhanaan 
pelaporan. 
2. Pelaksanaan program Dana Bantuan 
Operasional Kesehatan pada tahap 
proses : yang menyangkut Perencanaan, 
Pengorganisasian Pelaksanaan, 
Pelaporan Pemantauan atau monitoring 
pada umumnya sudah berjalan sesuai 
juknis kecuali perencanaan masih perlu 
penekanan kepada kepala Puskesmas 
agar membuat perencanaan sesuai 
analisa masalah, hal tersebut tidak 
terlepas dari pengawasan oleh Dinas 
Kesehatan belum berjalan maksimal. 
3. Pelaksanaan program Dana Bantuan 
Operasional Kesehatan pada tahap 
output: menyangkut Terlaksananya 
program bantuan operasional kesehatan 
dan Tercapainya cakupan program, jika 
dilihat dari hasil cakupan sebelum ada 
BOK menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan cakupan akan tetapi kalau 
kita bandingkan dengan target SPM 2015 
belum tercapai dengan demikian program 
Dana Bantuan Operasional Kesehatan 
kedepan diperlukan evaluasi berkala 
pertriwulan atau persemester guna 
mewujudkan capaian SPM 2015. 
SARAN 
1. Program dana Bantuan Operasional 
Kesehatan kedepan perlu dipertahankan 
dan anggarannya perlu ditingkatkan agar 
cakupan kegiatan bisa lebih meningkat 
2. Agar pelaksanaan Program dana BOK 
dapat berjalan dengan tagret pencapaian 
cakupan sesuai SPM 2015 diperlukan 
pembimbingan dan pengawasan yang 
lebih baik. 
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